
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 45 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka percepatan pelayanan penilaian 

pegawai maka di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Penilaian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Timur sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor                     

75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang  

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 102); 

7. Peraturan . . . 
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7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Timur; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut 

Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

7. Perangkat . . .  
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7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah adalah Pegawai Negeri Sipil dan 

Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur. 

  

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan 

Data dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

c. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan 

Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Bidang Mutasi, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara, 

terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. UPT; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.  

(3) Masing-Masing . . . 
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(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan. 

(4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala 

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 

mempunyai tugas melakukan peningkatan 

manajemen pengembangan karier PNS, meliputi 

penyusunan standar kompetensi PNS, pengembangan 

pola karier, pembinaan jabatan fungsional dan 

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan 

pengembangan karier PNS. 

(2) Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis 

pengembangan PNS; 

b. perencanaan dan pengoordinasian pengembangan 

karier PNS; 

c. penyusunan dan pengembangan standar potensi 

dan kompetensi jabatan PNS; 

d. penyusunan analisis perencanaan pengembangan 

sumber daya manusia; 

e. penyelenggaraan proses penilaian sistem merit; 

f. menyelenggarakan proses manajemen talenta 

sampai dengan rencana suksesi; 

g. mendesain bahan pengembangan kompetensi PNS 

untuk mengukur indeks profesionalitas PNS; 

 

h. perencanaan . . . 

 



- 6 -  

h. perencanaan pengembangan dan pembinaan 

karier PNS melalui izin belajar dan tugas belajar 

sebagai bahan pemberian izin belajar dan 

penetapan keputusan tugas belajar, ujian dinas, 

seleksi kenaikan pangkat pembina, ujian kenaikan 

pangkat/kelas jabatan berdasarkan penetapan 

formasi, pemagangan PNS dan pertukaran PNS 

antar instansi; 

i. pengendalian, evaluasi, monitoring terhadap 

penyusunan standar kompetensi, pembinaan 

jabatan fungsional, dan pengembangan karier 

PNS; 

j. penyelenggaraan pengembangan karir jabatan 

fungsional kepegawaian; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

 

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni 

BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IIIA 

UPT 

 

Pasal 10A 

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas 

dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3                

ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

tersendiri. 

 

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pejabat yang 

ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan 

Gubernur ini. 

6. Bagan . . . 
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6. Bagan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 75 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diubah, 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

   

 

 Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 3 Agustus 2022 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

Diundangkan di Surabaya  

pada tanggal  3 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

ttd. 

   

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 45  SERI E



 



 

 


